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wALI Ko船slBOLGA

pROv工Ns工suMATERA u皿RA

pERATURAN WALI Ko恥s重BOLGA

NOMOR 32 TAHUN 2025

TBN皿NG

皿TA CARA PEMUNGUTAN RETR工Bus工DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL量KOTA S賞BOLGA,

Menimbang : a･ bahwa sehubungan deng紬ad紬ya ketentu紬y紬g belum

diatur d血am Peratu｢紬W瓢i Kota Sibolga Nomor 46 Tahun

2024 tent紬g Tata C紬a Pemungutan Retribusi Daerah dan

untuk mengakomodi重hal tersebut, maka perlu d止akukan

pen∽butan atas Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 46

Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungut紬Rethbusi Da.erah

karena tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi saat ini;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (5)

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tent狐g

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c･ bahwa berdasark弧pe正imbangan sebagaimana dimaksud

dalam hu関でa dan bumf b, maka perlu menetapkan

Peraturan Wali Kota tentang Tata C祉a Pemungutan

Rct正busi Daerah;

Mengingat　: 1･ Und紬g-Und紬g Nomor 17 T血un 2003 tentang Keu紬g狐

Nega重a (Lcmbaran Negara Republik工ndonesia Tah皿2003

Nomor 47, Tambah紬Lcmbar孤Negara Republik工ndonesia

Nomor 4286);

2･ Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubHk Indonesia

Tahun　2014　Nomor　244, Tambahan Lembaran Negara

Republik　工ndonesia Nomor　5587) sebaga王mana telah

beberapa ka虹　diubah terakh正　deng紬　Undang-Undang

Nomor　6　Tahun　2023　tentang Penetapan Peraturan

Pe皿ehntah Pengg紬ti Und紬g-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republ出lndonesia Tahun　2023　Nomor　41,

Ta皿bah狐　Lembara皿　Neg釘a Republik Indonesia No皿or

6856);



3･ Und紬g-Und紬g Nomor 1 T血un 2022 tent紬g Hubung紬

Keuangan紬t餌a Pe皿e重心tah恥sat dan Peme正ntah Daerah

(Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

4･ Und劃g-Und紬g Nomor 27 Tahun 2024 tent紬g Kota Sibolga

di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

工ndonesia Tahun 2024 Nomor 125, Ta皿bahanしe皿baran

Ncgara Republik工ndonesia Nomor 6947);

5･ Peratur紬Pemehntah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran

Neg紬a Republ政　工ndonesia Tahun　2005　Nomo重　3宣,

Ta皿bah紬　Lemba重狐　Negara Republik Indonesia Nomor

4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pcmerintah No皿or　35　Tahun　2017

tenta皿g Pembahan Kedua Atas Pe｢aturan Pemehntah Nomor

14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapus紬Piut紬g

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik hdonesia

Tahun　2017　Nomor　201, Tamb血an Lembaran Negara

Repubhk宣ndonesia Nomor 6 I 19);

6･ Peratur劃Pemehnt血Nomor 69 Tahun 2010 tent紬g Tata

Cara Pembe轟孤d孤　Pe皿anぬat紬暮nsendf Pemun即t紬

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　2010　No皿or 119, Ta皿bah紬

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 16 1);

7･ Peratur紬　Peme正ntah No皿or 12　Tahun　2017　tent紬g

Pe皿bina紬dan Pengawas紬Penyelenggaraan Peme正ntah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

No皿or 73･ Tambah狐Lembaran Neg虹a Repub止k暮ndonesia

Nomor 604 1);

8･ Peraturan Pe皿e轟ntah Nomor 28 Tahun 2018 tent紬g Ke重ja

Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018　Nomor 97, Tambahan Lembar狐Nega重a Repub止k

lndonesia Nomor 62 19);

9･ Pera山ran Pe皿e轟ntah Nomor 12　Tahun　2019　tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2019　Nomor　42, Tambahan Lembar紬

Negara Republik工ndonesia Nomor 6322);

10･Peraturan Peme正ntah Nomor　35　Tahun　2023　tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah cla皿　Rethbusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

85, Tambahan Lemb紺an Negara Republik Indonesia Nomor

6881);

11･Pera血ran Mentc轟Dalam Nege轟No皿or 77 Tahun 2020

tenta皿g Pedoman Te血is Pengelolaan Keuangan Daerah

(Behta Negara RepubⅡk量ndoncsia Tahun 2020 Nomor 1781);

12･ Peraturan Daerah Ko血Sibolga N｡mor 1 Tahun 2024 tentang

Pajak Daerah dan R�G&�'W6��F�W&����Vﾖ&�&���F�W&���ｶ��

Sibolga Tahun 2024 Nomor 65, Tambah劃Lcmb虹an Daerah

Kota Sibolga No皿or 3 1);

柵だA凡…
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MEMUTus恥N :

pERATu孤N WALI KOTA TEN′払NG TArn　cARA

pEMUNGu恥N RETR賞Bus工DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pas瓢1

Dalam Peratur紬Wali Kota ini yang dimaksud deng紬:

1･ Daerah adalah Kota sibolga･

2･ Peme轟ntah Daer血　adalah W虹　Kota din　Per紬gkat

Daerah sebagai unsur pcnyelen縫ara Pemehntahan

Daerah.

3･ Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga･

4･ P匂abat adalah pegawai y紬g dibe正tugas tertentu di

bidang retribusi Daerah sesual dengan ketentuan

pcraturan pemndang-undangan.
5･ Pera皿gkat Daerah ad血ah unsur pemba皿tu W瓢i Kota dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga dalam

penyelenggaraan umsan pemehntah紬.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

da皿/atau dibchk紬　oleh Pemehntah Daerah untuk

kepenting狐or狐g p正badi atau badan.

7･ S巾jek Retribusi ad瓢ah orang pribadi atau bad紬yang

menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa,

dan/ atau perizinan.

8･ Wajib Retribusi adalah orang p正badi atau badan yang

menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan

untuk me址Ⅲkan pembay紬紬　retribusi, te｢masuk

pe血ungut rethbusi te轟entu.

9･ Pemcriksa紬adalah ser紬gkai狐kegiat紬menghimpun

d劃mengolah data, keter弧g紬, dan/a自u bukti y劃g

dilaksanakan secara objektif dan profesiona] berdasarkan

suatu standar peme正ksaan untuk mcng巾i kepatuh劃

peme皿uhan kewajiban retribusi din/atau untuk叫ua皿

lain ketentuan peraturan Dae重ah.

10･ Penagihan Rethbusi ad血ah ser紬gkai紬tindakan agar

Wajib Ret轟busi melunasi utang retribusi dengan menegur

pe皿bayar劃atas ret互busi.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi y紬g

menentukan besaⅡ重ya jumlah pokok rethbusi y紬g

te-tang"

12･ Surat Ketetap狐　Rethbusi Daerah Lcbih Bayar y紬g

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan

13･Retribusi yang menentuk紬　jumlah kelebihan

pembayaran ret轟busi karena jum重ah kredit re廿ibusi lebih

besar da正pada ret正busi yang temtang atau sehamsnya

tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang

sela巾utnya dis血gkat STRD adalah surat untuk

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi

adminis廿atif bempa bunga din/ at貧u denda.

J4. SLJrut...
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14･ Surat Perint血Pemer址sa紬yang sela垂utnya disingkat

SP2 adalah surat pe轟ntah untuk me賞a心血an pemeriksa紬

da重am r紬gka meng可i kepatuh紬pemenuh紬kew却ban

｢ethbusi dan/atau　田山k　叫uan lain d血am rangka

me重aks紬ak紬keten山紬peraturan pemnd紬g-und紬g紬

rethbusi.

1 5 ･ Surat Pembchtahu紬Peme正ksaanしap狐gan adalah surat

pemberitahuan mengena王　dilakukannya Pemeriksa劃

Lapangan dalan rangka menguji kepatuhan pemenuhan

kew雀jiban ret正busi din/atau untuk巾u紬lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

und紬gan重et正busi.

16. Kertas Kerja Pemehksaan yang selanjutnya disingkat KKP

ad血ah catat狐secara血ci dan jelas y紬g dibuat oleh

Pemeriksa mengena王　prosedur pcme正ksaan y劃g

dite皿puh, data, keterangan, dan/atau buk缶　y紬g

diku皿pulkan, peng哩紬yang dilakukan dan simpulan

y紬g dia皿b轟　schubung紬　deng孤　pelaks紬ain

pemeriksaan.

17. hporan Hasil Pemehksaan yang selanjutnya disingkat

しHP ad血ah lapo｢孤y貧調･g behsi tentang pelaksanaan din

basil pcmeriksaan yang disusun oleh Pemehksa secara

r血gkas dan jelas se轟a sesuai deng袖山ang lingkup din

tujuan pemeriksaan.

18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

BLUD adalah sistem yang diterapk狐oleh Satu紬Ke重ja

Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kelja Perangkat

Daerah pada Satua皿　Kc車a Per狐gkat Daerah dal劃

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan

sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan

keuangan Daerah pada umumnya･

19. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran

karcis atau dokumen lain yang dipersanakan dengan cara

pembuat紬lubang dengan kode te轟entu atau deng紬

menggunakan sistem elektronik y紬g berlaku d王

Peme正ntah Daerah.

20･ Kesepakatan Bersa皿a adalah dokumen ke重jasa皿a ant紬a

Daerah deng紬Dae重ah la血d紬/atau Dacrah dengan

Pihak Ketiga, yang be互si kesepakat紬yang isinya bersぬt

umum.

21. Peljanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS

adalah dok皿en ke章ja sama antara Daerah dengan

Daerah lain dan/atau Daerah dengan耽hak Ketiga, y狐g

memuat hak dan kewajiban.



BAB工I

恥皿cARA PEMUNGUTAN RETR重Bus工

Bagian Kesatu

Pcndataan

Pasal2

(1)Wali Kota atau Per紬gkat Dae｢ah pemun帥t re血busi

皿elakukan pcndataan scc紬a berkala terhadap W却b

Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau Objek Retribusi untuk

memperoleh, melengkapi, dan menata usahakan data Wajib

Retribusi, Subjek Retribusi, dan/ atau Objek Retribusi.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

digunak劃　sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah

pemungut retribusi untuk melakukan pelaporan maupun

inねmasi awal皿tuk menentuk紬potensi re血busi y紬g

d血山並i se轟a jenis layanan yang dise血akan.

Bagian Kedua

Penetapan Retribusi

Pas瓢3

(1) Besar紬rethbusi teⅢtang dihitung berdasarkan perk亜an

紬tara tingkat pengguna劃jasa dengan tarif re廿ibusi.

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagainana dimaksud pada ayat

(1) mempakan jumlah penggum紬jasa yang車adikan dasar

血okasi beban biaya yang dipikul Pemehntah Daerah untuk

pe皿yelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(3)Ta誼　ret正busi sebagaim紬a dimaksud pada ayat (1)

mempakan nilai Ⅲpiah y紬g ditetapka皿untuk皿en如itung

besamya･ ret轟busi y孤g temt狐g･

(4) Dala皿hal ta誼re血busi sebagai皿紬a dimaksud pada争yat (3)

dinyatak狐　dalam saturn　mata ua皿g se血n mpiah,

pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam

satu狐mata u弧g rupiah deng紬menggunak劃kurs pada

saat te｢utang yang ditetapk狐olch mente正sesua王deng劃

ketcn血狐pcraturan pemndang-undangan･

Pasal4

(1) Bes紬紬　rethbusi temt孤g sebagaimana dimaksud dal劃

Pasal 3 ayaし(3) ditetapk紬dengan SKRD atau dok皿cn lain

yang dipcrs劃akan, baik berbentuk doku皿en tercetak

maupun dokumen elektronik.

(2) Dokumen la血yang dipersamakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat bempa karcis, kupon, kartu lan怒an紬,

surat pe重ja車ian, dan surat pemberitahu弧pembayaran dad

aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

/3/ Be加疎...
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(3) Bentuk, isi, dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Kep確a Perangkat Daerah pemungut re血busi.

(4) Sro atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana

pemungut狐ret正busi p血ing sedi虹t皿emuat:

a･ logo pemer血tah Daerah;

b･ n劃a Perangkat Daerah pemungut重et轟busi;

c･ t紬da tanga皿　Kepala Per紬gkat Daer血　pemungut

retribusi, BLUD atau Pejabat yang ditunjuk;

d. nomord孤se垂

e･ nilai/nomin瓢/besar狐｢ethbusi temt孤g; din

で･ nomor dan tahun Peraturan Daerah atau no皿or dan

tanggal Peraturan Wali Kota yang menjadi dasar hukum

pe皿ungutan重et丘busi.

(5) SKRD sebagai皿ana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen

血n yang telah dise叫ui oleh Wali Kota scbag証m紬a

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputus紬Kepala

Per弧gkat Dacrah pemungut rethbusi terkait.

Pasal 5

(1) Pemungutan Re血busi dnakuk弧　deng孤　menerbitk紬1

(satu) SKRD atau dokumen lain yang dipers狐ak狐un調k

satu layanan Retribusi.

(2) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah atau sebelum
lay劃an rethbusi址bchk狐,

Bagi紬Ketiga

Pembatalan Retribusi

Pasal 6

(1) SKRD atau do血men lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud d瓢am Pasal 4 ayat (i) dapat dibata此an apabila

ada pemohon弧pe皿batalan oleh W却b Retribusi maupun

alasan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

pemnd劃g- und紬ga皿.

(2) Pemohonan pembatalan sebagaimana dimaksud padaL ayat

(1) disa皿pa毘an kepada Wali Kota melalui Kep血a Perangkat

Daerah pemungut retribusi yang dimohonkan pembatalan

paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD

disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan

melamp辻k紬SKRD asli dan重btokopi kar血tanda penduduk.

(3) Atas pe血ohon孤p弧batala皿sebagaim狐a di皿aksud pada

ayat (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi yang

dimohonkan dalam memberikan keputusan dapat melibatkan

Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan

atas oセjek retribusi yang dimohonkan pembatalamya.

(4) Dalam jangka waktu paling ]ana 2 (dua) bulan sejak berita

acara d王t劃datangani, Per孤gkat Daerah pemungut重e血busi

yang dimohonkan pembat瓢an wajib menerbitkan su重at

pembatalan SKRD untuk selanjutnya disampaikan kepa.da
Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.

(5) Fomat be丘ta acara pembatal紬　penetapan rethbusi

sebagalmana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui

Keputusan Kepala Pe｢狐gkat Dae｢ah pemungut ret轟busi.

Bag壷"...
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Bagian Keempat

Pemungutan Retribusi

Pasal7

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi temtang

y狐g ditetapk紬dala皿　SKRD atau doku皿en lain y紬g

dipersamakan sebagaimana dinaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

ke kas Daer血atau皿elalui W雀jib Rethbusi yang bertindak

selaku pc皿ungut.

(2)Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh

pene正maan retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai

dengan ketentuan pe重a血ran pemnd弧g-und紬g孤･

(3) Dalam hal retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan

oleh BLUD, pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi

龍setorkan ke reken血g kas BLUD sesuai deng紬ketentu紬

peraturan pcmndang- undangan.

(4) Re血busi temt紬g scbagaimana di皿aksud pada ayat (1)

dapat dibayarkan sekaligus balk secara tunal maupun non

t皿ai sebelum pelayana皿sela垂utnya dibehkan.

(5) Dalam h孤W却b Re血busi te正entu tidak membayar tepat

pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi
d址enak孤　s紬ksi administra償　beⅢpa b皿ga sesuai

ketentu紬peraturan pemndang-undangan･

(6) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah
Wajib Retribusi Parkir Berlangganan.

Pasa｣ 8

(1) Rethbusi yang temtang hams dibay紺kan sekaligus din

lunas baik tunai maupun non tunai.

(2) Retribusi yang terutang dibayarkan melalui kasir, petugas,

atau s虹弧a pe皿bayar狐lain secara elektron並　y狐g

ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut

ret正bu si.

(3) Rc血busi y劃g telah dibayar lunas sebagaimam dima瓦sud

pada ayat (1) dibe正kan bukti bayar retribusi.

(4)SKRD dan/atau dokumen la血　yang dipers劃a瓦劃

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) juga dapat

digunakan scbagai bu虹i bayar･

(5) Fomat bukti bay虹sebagai皿孤a dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputus紬　Kep血a Per劃gkat Daerah

pemungut ret正busi.

Pasal9

(1) Penag血劃　re血busi temtang didahului deng弧　Surat

Tegur紬.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

diterbitkan terhadap Wajib Re血busi yang tel血disc叫ui

untuk mengangsur atau menunda pembay紬an retribusi.

β) S地場｣
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(3)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekur紬g-kurangnya memuat :

a. nana wajib Retribusi;

b･ jenis ret正busi; dan

c. tanggaljatuh tempo.

(4) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

a･ secara langsung;

b･ melalui pos;

c･ mela重ui surat ele虹ronik;

d･ melalui saram比重i yang ditentukan oleh Wa止Kota.

(5) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah

pemungut ret竜busi.

Pasal 10

(1) Surat Te甜ran sebagaimana dimaksud dalam Pas血9 ayat ( 1)

dikcluarkan　7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo

pembayaran.

(2) D瓢am h血Surat Te即r紬seba如m狐a dimaksud pada ayat

(1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling luna 5

(lima) hari keヰa, maka Kep狐a Perangkat Daerah pemun糾t

rethbusi皿enerbitkan Surat Teguran kedua.

(3) Dalam hal Surat Teguran kedua sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak ditinda鳳anjuti oleh Wajib Retribusi dalan

j紬gka wak血　paHng l劃a　5 (Hma) hari keヰia, Kepala

Perangkat Daerah pemungut rct正busi mengenak紬sanksi

sebagaimana dimaksud dalan Pasal 7 ayat (5).

Pasal I 1

(1) Re血busi dibay紬k劃deng劃cara tuna王atau non tunai.

(2) Pembayaran tunai sebagaimana pada ayat (1) dibayarkan

deng劃ketentuan:

a. Petugas pemungut retribusi menyetorkan kebendahara

penerimaan untuk selanjutnya disetorkan ke kas Daerah;

b･ pcnehma紬　pembayaran ret轟busi olch bendahara

pcne茸ma紬sampa王dengan pukul 14.00 WIB diseto重kan

pada h糾●i yang sama;

c. penerimaan pembayaran retribusi setelah pukul 14.00

WIB血setork紬p血ing lama 1 (satu) hah ke重ja terhitu孤g

s匂ak u紬g kas tersebut dite血na;

d. penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan

pada ha轟ke重ja be轟kut項ya;

e･ untuk akhir bulan/tahun sesua王kesepakat狐bersama

dengan BPD (Bank Pembangunan Daerah), dan

penerimaan pembayaran akhir tahun dengan cara

tunai/ non tunal dengan bukti penyetoran/bukti lain yang

sah,血setorkan pada tan箆血31 sa皿pa上deng狐pu血止

23･00 WIB dinyatak弧sah.

BagiQ7t...



Bagi劃Kelima

Peme轟ksaan Rethbusi

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

( 1 ) Wa虹Kota be｢wenang melakukan pemeriksa狐ret正busi.

(2)Wali Kota mel血pahkan kewen紬gan pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat

Daerah pem皿gut ret正busi.

(3) Pe皿e轟ksa紬sebaga血紬a dimaksud pada ayat (1) meliputi

penentuan, pencoc○k紬, atau pcngumpulan, mated yang

berkaitan dengan t可u紬pemer膿saan.

Parag丁af 2

Tata Cara Pemerksa劃Rethbusi

Pasal 13

Pemeriksa紬sebagai皿ana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (I)

dapat dnakukan deng紬｣ems pe皿er址sa紬　血p紬gan atau

pemeriksa紬kantor.

Pasal 14

(1) Peme轟ksa孤　hams d遭aksanakan sesuai dengan st狐dar

pemehksaan.

(2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

di即nak劃　sebagai ukur劃　mutu pemeriksaan yang

merupakan capalan minimum yang hams dicapal dalan

melaksanakan pcmeriksa紬.

(3) Standar peme正ksa劃sebagaim孤a dimaksud pada ayat (1)

me膿pu缶st狐dar umu皿, standar pelaksana劃pemehksaan,

d紬st劃dar pelapor劃hasil peme轟ksaan.

Pasa重15

St紬dar pelaksanaan pemeriksaan sebagaim紬a djmaksud

dala皿Pas血14 ayat (3) me膿puti:

a〃　pelaks紬aan pe皿er址sa劃　hams　出dahului dengan

persiapan y狐g ba址, sesuai dengan叫uan pemeriksaan,

dan皿endapat pengawasan yang seks劃a;

b･ 1uas pemeriksa紬disesuaik紬dcng紬khteria dilakukamya

peme正ksaan ;

c･ pemehksaan di重akukan oleh tim pemcr膿sa yang ditentukan

oleh Pe｢angkat Daerah pemungut rethbusi;



d･ te皿pat缶n銘血atau te血pat kedudukan peme轟ksa紬dapat

dilaksanakan di kantor Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang retribusi

Daerah dan/atau kantor置kantor di lingkungan Pemerintah

Daerah Wajib Retribusi, tempat kegiatan usaha atau

peke重ja紬Wajib Retribusi, dan/atau ditempat lain yang

dianggap perlu oleh pemehksa;

e. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila

diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan

f. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentul

KKP,

Pasal 16

Kegiatan pemeriksaan harus didokumentasikan dalam bentuk

KKP scbagaim紬a dimaksud dalam Pasal 15 hu則串dengan

memperhatikan h瓢-h心sebagai berikut:

a･ KKp bcr血ngsi sebagai bukti bahwa:

1･ pemcriksa telah me量aksanak狐　pemeriksaan

berdas紬kan standar pemcriksaan; dan

2･ dasar pembuatan LHP.

b〃　KKp membe正kan g劃bar弧mengenai:

1･ da屯, keter紬gan, dan/atau bukti y紬g diperoleh;

2･ prosedu pemerksaan y紬g dilaks紬akan; dan

3. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu

y狐gberkait紬dengan peme轟ksaan.

Pasal 17

Ke由atan peme正ksa狐di血porka皿dal劃bentukしHP yang

disusun sesua王st紬dar pelapor狐hasil pe皿e止ksaan, yaitu:

a･ LHP disusun secara正ngkas dan jelas, memuat mang

虹ngkup atau pos-印s yang dipcriksa sesuai deng狐tuju紬

pemer批saan, memuat si皿p心細pemeriksa d紬memuat

pula pengungkapan inねmasi lain yang terka王t;

b. LHP untuk tujuan lain paling kurang memuat:

1. identitas wajib Retribusi;

2･ penugasan pemer址sa孤;

3. tujuan pemeriksaan;

4･ buku dan doku皿enyang dip坤am;

5･皿ate正y劃g dipehksa;

6〃　u重aian basil pemeriksaan; dan

7･ simpulan dan usul pemeriksa.

Pasal 18

Dalan melakukan pemeriksaan, pemeriksa wajib:

a･ menya皿paikan Surat Pe皿beritahuan Pemeriksa狐

Lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis

Pemerksaan血pangan atau S皿at Pang弧an dal劃Rangka

Peme正ksaan K紬tor da重am ha重　pemehksaan di重akukan

dengan jenis Pemer瞭saan Kantor;

b･ mempe高話a妬cirL..



b･皿emper皿atk紬　T劃da Pengen瓢　Peme正ksa dan SP2

kepada Wajib Retribusi pada waktu pemeriksaan;

c･血e皿perlihatkan su重at y紬g behsi pe調b血紬pe皿e轟ksa

kepada Wajib Retribusi apabila susunan pemeriksa

mengalami perubahan;

d. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib

Rethbusi yang出pe正ksa;

e. menyampalkan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib

Ret正busi;

f. mengembalikan bufu, catatan, dan dokumen pendukung

lalmya yang dipinjam dari Wajib Retribusi; dan/ atau

9. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala

sesuatu yang diketahui atau dibe轟tahukan kepadanya oleh

Wajib Retribusi dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 19

(1) Dalam melakukan pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan

lap狐g紬, pcmer批sa berwenang‥

a. melihat dan/atau meminjan buku, catatan, dan/atau

dok皿en y狐g me可adi dasar pembukuan atau

pcncatat狐berhubung劃d狐dokumen lain deng紬

t可u劃peme正ksa紬;

b･皿engakses din/atau mcngunduh data y紬g亜keloぬ

secara elek廿onk;

c･ me皿asu虹dan memehksa tempat atau mang, b虹紬g

bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau

patut diduga digunak紬　un巾k menyi皿pa皿　buku,

catatan, dan/atau dokumen yang menjadi daar

pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau

barang, yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan;

d･ meminta keter紬gan lisan d紬/atau tc直ulis dad wajib

Rethbusi; din/atau

e･ meminta keterangan dan/atau data yang diperluka皿

da轟pihak ketiga yang皿empunyai hubung紬deng劃

Wajib Retribusi yang dipehksa melalui tim pemeriksa.

(2) Dal紬me重akuk紬pemehksaan dengan jenis pemeriksaan

kantor, pemehksa berwenang:

a･ me皿at dan/atau皿em垂am buku, catat劃, dan/ atau

dokumen yang me垂adi dasar pembuku紬　atau

pencatatan, dan dokumen lain temasuk data yang
d並elola seca輪elekt重onik, yang berhubungan deng弧

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan

bebas Wajib Retribusi, atau objek yang terutang

rethbu si;

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib

Ret丘busi; din/ atau

c･ meminta kete章紬gan dan/atau data yang diperluk劃

dari pihak ketiga yang mempunyal hubungan dengan

Wajib Rethbusi yang diperiksa melalui tim pemer址sa.

PtrsclJ 20...
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Pas瓢20

D血am pelaks狐aan peme正ksaan, Wajib Ret轟busi berhak:

a･ me皿血ta kepada peme轟ksa untuk memper膿hatka皿T劃da

Pengenal Pemehksa d紬SP2 kepada W却b Ret正busi pada

waktu pe皿ehksa紬;

b･ mem血ta kepada pemer毘sa untuk membe轟kan Surat

Pembe正tahuan Pe皿e轟ksaan Lap紬g紬　d血am h血

Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan

Lapangan ;

c〃　me皿inta kepada pemehksa untuk membehkan pe垂elas紬

tent紬g alasan dan t可uan pemeriksa孤;

d･皿e皿血ta kcpada pemehksa untuk mempe亜ha比和surat

yang be正si pcmbahan pe皿e轟ksa apabila terdapat

peⅢbahan susunan pe皿er並sa; dan/ atau

e. memberikan pendapat atau penilalan atas pelaksanaan

peme正ksa劃oleh peme正ksa Ret正busi melalui pen親sian

kuesioner pemer虹sa狐.

Pasal 21

(1) Dalan pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan

lapangan, Wajib Retribusi wajib:

a･ memperlihatkan dan mem垂amkan buku, catatan,

dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan

atau pcncatatan, dan dokumen　重a王n, y弧g

berhubungan dengan叫u劃Peme轟ksa狐;

b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau

mengunduh data y狐g dikelo農a secara elek廿onik;

c･ membeh kesmpatan untuk memasu虹tempat atau

mang penyimpan紬　buku, catatan, dan/atau

dokumen yang me巾a血　dasar pe皿bukuan atau

pencatatan, dokumen jain, dan/atau barang yang

be重kaitan deng弧　t可uan pemer址sa孤　sc轟a

mcm垂amkamya kepada pemer址sa; dan/atau

d･ membehk弧keterang孤虹s紬dan/atau te正ulis serta

me皿be轟kan data din/atau keter紬gan lain y紬g

dipe｢lukan.

(2) Dala皿　pelaks紬a紬　pe皿e轟ksaa皿　dengin　pemehksa孤

kantor, Wajib Retribusi wajib:

a･ mempe重lぬa此紬dan mem垂amkan buku, catat紬,

dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan

atau pencata弧, d紬dokumen lam, y紬g berhubung紬

deng紬t可u狐pemehksaa皿: din/atau

b･ membe正k紬ketcrangan量is紬da皿/atau tertulis serta

member出血daぬdan/ atau keterangan lain yang

diperluk劃.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban
sebagaimam dimaksud dalam pada ayat (1) d紬ayat (2)

besa皿ya ret轟busi temtang ditetapkan secara jabatan.

Pdsal 22...



Pasal 22

(I) Pemehksa紬　deng紬　jenis pemeriksa孤lap紬g紬

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan

yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan I坤angan disampalkan kepada Wajib

Rethbusi, wa珊,血asaタpcgawai, atau an袈ota keluarga

yang telah dewasa dari Wajib Retribusi, sampai dengan
tan8昌alしHP.

(2) Peme正ksaan deng弧jenis Pemcr址saan Kantor dilakuk狐

dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang

dihitung sejak tanggal Wajib Retribusi, wakil, kuasa,

pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari

Wajib Retribusi, datang memenuhi Surat Panggilan dalam

Ran8ka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam

LHP.

(3) Dalan hal jangka waktu pemeriksaan dimaksud pada ayat

(1) atau ayat (2) pemeriksaan harus diselesaikan.

Pasal 23

(I) Pe血e正ksanaan lapang狐　dalam ran如a melaksanakan

keten血an pemndang葛und紬g狐dilakukan oleh pemehksa

berdasarkan SP2.

(2〉　SP2　sebagai皿紬a dimaksud pada ayat (1) diterbitk紬

un巾k satu atau bebe重apa rethbusi teⅢtang･

(3) Da｣am hal susunan pemeriksa perlu diubah, ketua

pemehksa tidak per山　memperbami SP2　tetapi hams

menerbitkan surat yang berisi pembahan tim Pemehksa.

Pasal 24

(1) Dala皿　hal pemehksaan d虹akukan dengan jenis

pemeriksaan lapangan, pemeriksa wajib memberitahukan

kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukamya

peme正ksa紬lapangan denga皿　menyampaik紬　Surat

Pembe出ahuan Pe皿erksaan Lapangan･

(2〉　D血a皿　h瓦　pemer並saan dilakuk劃　dcngan jenis

pemeriksaan kantor, pemeriksa wajib memberitahukan

kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukamya

peme正ksaan kantor dengan menya皿paikan Surat

Panggilan D粗am Ra皿gka Pe皿er址saan Kantor.

(3) Surat Pembe出血u狐Peme正ksa紬Lapang紬sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atau S町at P紬謎ilan Dal劃

Ran政姐Pemeriksaan Kantor sebagalmana dimaksud pada

ayat (2) diterbitkan untuk Retribusi terutang sebagaimana

te重c劃tum dalam SP2.



Pasal 25

(1) Surat Pembeht血u紬Pe皿e丘ksa狐Lap紬g紬sebagaim紬a

dimaksud dalan Pasal 24 ayat (1) dapat disampalkan

secara langsung kepada Wajib Retribusi pada saat

d血ulainya peme正ksa紬1ap紬gan at肌　disampaik紬

melalui fcksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau

jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengmman.

(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

disampaikan secara langsung dan Wajib Retribusi tidak

berada di tempat, Surat Pembe正tahuan Pemehksaan

Lapangan dapat disa皿paikan kepada:

a･ wa虹1 atau kuasa da正Wajib Ret轟busi; atau

b. pihak yang dapat mewakili wajib Retribusi, yaitu:

1) pegawai dari Wajib Retribusi yang menurut

Pemeriksa dapat mewaki]i Wajib Retribusi, dalam

hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib

Retribusi Badan; atau

2) anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib

Ret轟busi yang　rnenuⅢt Pemeriksa dapat

mcwa貼1i Wajib Ret正busi, dalam hal pe皿eriksa狐

dilakukan terhadap Wajib Retribusi orang pribadi.

(3) Su｢at Pan綬ilan Dal劃　Rangka Pemeriksa紬　Kantor

sebagainana dimaksud dalan Pasal 24 ayat (2), dapat

disampaikan melalui　ぬksimili, pos dengan bukti

pengmman surat, atau jasa pengiriman lalnnya dengan
bu旗i pen鍋田紬.

(4) Dalam hal pihak-pihak sebagaim紬a dimaksud pada ayat

(2) , tidak dapat ditem山, Su重at Pembehtahu紬Pemeriksaan

Lapangan dis劃paikan me畑山pos atau jasa pengirim紬

lainnya dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

dimggap telah dis狐pa址an.

Pasal 26

Peminjaman dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan

keten血an pera巾｢紬pemnd紬g-und紬g紬･

Pasal 27

(I) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib
Ret正busi yang dilakukan peme轟ksaan lapang紬

皿enya･taka血　皿enolak un血k c田akukan peme正ksaan

te調asuk menolak mencrima Surat Pembe正tahuan

Pemehksaa皿Lapanga皿Wajib Rethbusi, wa脚, atau kuasa

dah W郵b Ret正busi hams men貧ndatangani surat

pen○○ak弧pcme正ksaan.

(2) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib
Rethbusi menolak menandatangani surat penolakan

pemehksa劃　sebagai皿ana dimaksud pada ayat (1)

pemehksa mcmbuat berita acara penolak紬pemer此saan

yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

PαSat 28...
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Pasd 28

(1) Dalam hal W坤b Re血busi･ wa捌, atau血asa d証W却b

Retribusi yang dilakukan pemeriksaan kantor memenuhi

Su重at Pan離曲調D血am R孤gka Pe皿ehksa紬Kantor na皿un

menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan, Wajib

Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi harus

men紬dat狐gani surat pemyataan penolakan peme血ksaan.

(2) Dalam hal W却b Ret正busi, wakil, atau血asa da正Wajib

Ret轟busi menolak men紬dat弧g劃i surat pemyataan

penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Pemeriksa membuat berita acara penolakan
Peme正ksaan y狐g dit紬datangani ○○ch din Pemeriksa.

Pasal 29

(1) Dalam pelaks劃a紬pemehksa孤, melalui ke巾a peme正ksa,

pemeriksa juga daLpat memanggil Wajib Retribusi untuk
皿e皿peroleh pe可elasan y紬g leb血　hnci atau mem王nta

kete則gan dan/atau bukti y紬g berkaitan dengan

pemer虹saan kepada pihak ketiga･

(2) Pemintaan keterangan kepada Wajib Retribusi atau
kepada pihak ke寄ga sebagaimana亜maksud pada ayat ( 1)

harus dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan

pe重und紬g-undang紬yang berlaku.

Paragraf 3

Penyanpaian Kuesioner Pemeriksaan

Pasal 30

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntab址tas

pemeriksaan, pemeriksa wajib menyampaikan kuesioner

pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.

(2) Penyampaian kuesioner pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat

penyanpaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

atau pada saat Wajib Retribusi dating memenuhi Surat

Panggila皿Da工am R紬gka Pemehksaan K劃tor.

(3) Wajib Retribusi dapat menyampaikan kuesioner

pe皿e正ksaan yang telah diisi kepada tim pemeriksa.

Bagian Keenam

Kedaluwarsa Penagihan Ret正busi

Pasal31

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melanpaui waktu　3 (tiga) tahun

ter鵬請ng s匂ak saat teⅢt紬g叫ya Rcthbusi, kecuali ｣唾a

W如b Ret轟busi melakuk紬　t血dak pidana di bidang

ret正bu si.

/2) KedaJu秒arsa...



(2) Kedaluwarsa Penag血紬Retribusi sebagaim紬a dimaksud

pada ayat (1) te巾angguh jika:

a･ diterbitka皿surat Tegur紬; atau

b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib

Ret轟busi, balk l紬gsung皿aupun tidak l紬gsung･

(3) Dalam hal ditcrbitk紬　Surat Te即ran sebagaim狐a

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

(4) Pengaku紬Ut紬g Re血busi secara l紬gs皿g sebagaimana

di皿aksud pada ayat (2) huⅢf b皿empakan Wajib Retribusi

deng劃kesadar紬皿enyatakan masih mempunyai utang

ret轟busi dan belu皿皿elunasi kepada Pe血e轟ntah Daerah.

(5) Pengaku紬　Utang Ret轟busi sec狐a tidak langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat

diketahui dad pen軸u紬　pemohon孤　紬gsuran atau

penunda紬pembayaran dan pemohonan keberatan oleh

Wajib Retribusi.

Ba産an Ket可uh

Penghapusan Piut劃g Retribusi

Pasal 32

(1) Hutang ret轟busi yang tidak mung虹n髄tagihぬgi karena

hak untuk血elakukan penagihan sudah kcdaluw紬sa dapat

血hapuskan.

(2) Pcnghapusan piutang rctribusi sebaga王mana dimaksud

pada ayat (I) ditetapkan dala皿Keputus紬Wali Kota.

(3) Penghapus劃　唖utang Re血busi sebagaimana di皿aksud

pada ayat (1) dila血k狐oleh Wali Kota berdasarkan usul狐

Penghapus狐　剛ut紬g Re血busi oleh Kep粗a Per紬gkat

Daerah pem皿gut ret正busi sesuai deng紬kewenang紬nya･

(4) Dala皿　h血　re血busi　址pun糾t atas pel争y紬an yang

diber址紬　oleh BLUD, penghapus紬　piutang re血busi

d遭aks狐akan scsu証　dengan keten血狐　peratur孤

pe｢undang-undang劃di bid紬g BLUD.

Pas血33

(1) Penghapusa皿　陣ut狐g Re血busi Daerah sebaga王mana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilakukan:

a･ sa皿pa王　dengan Rp　5･000･000･000,00 (1ima　皿iliar

｢upiah) oleh Wali Kota; din

b･ 1ebih da正Rp 5･000･000･000,00 (lima miliar Ⅲpiah)

oleh Wali Kota setelah mendapatkan persetujuan

DPRD.

(2) Batas劃　n通　Huta皿g Rethbusi yang dihapuskan

sebagaimana di皿aksud pada ayat (1) mempak紬Hutang

Retribusi per Wajib Retribusi.

PαSat 34...



Pasd 34

(1) Penghapus狐騨u屯ng Re血busi dibc正k狐dalam bentuk

penghapusan dari seluruh besaran retribusi yang terutang

temasuk sa血si ad龍山s廿atif bempa bunga, denda y紬g

terc紬tum dal劃SKRD.

(2) Jenis　鵬utang Ret轟busi yang dapat diusulkan untuk

dilakukan penghapus紬dala皿Peraturan Wali Kota i血

meliputi :

a･　Ret轟busi Jasa umum;

b･ RetribusiJasa usaha; dan

c･ Ret正busi pe車inan Tenentu.

(3) Hut紬g Rethbusi Daerah y紬g dapat dihapuskan adal心

Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam:

a.　SKRD;din

b.　STRD.

Pasal 35

(1) Hut肌g Ret轟busi y紬g dapat dihapusk紬sebagaim紬a

dimaksud dalan Pasal 32 ayat (1) berla血untuk Wajib

Ret正busi Orang P轟badi dan Wajib Retribusi Bad紬.

(2) Hutang Ret轟busi Daerah yang dapat亜hapuska皿untuk

Wajib Retribusi Or紬g Pribadi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah piutang retribusi yang tidak dapat ditagih

重agi karena:

a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak

mempunyai harta warisan atau kekayaan;

b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;

c. hak untuk melakukan penagihan retribusi sudah

daluwarsa;

d･ dokumen sebagai dasar penag血an rethbusi也dak

ditemukan dan telah dilakukan penelusuran sec狐a

op寄mal sesua上　deng弧　keten血紬　peratura皿

pemndang- und紬gan; dan

e. hak Daerah untuk melakukan penagihan retribusi

tidak dapat dilaks弧aka皿　karena kondisi te直entu

sehubungan deng紬　ad狐ya pembahan ke坤akan

dan/atau be重das紬kan pc血mb紬g劃y狐g血tetapk紬

oleh Wali Kota.

(3)曲ut組g re血busi yang dapat dihapusk劃untuk W却b

Ret轟busi Bad紬sebaga心細a d血aksud pada ayat (1)

adalah piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi

karena:

a･ Wajib Ret轟busi bubar,量ikuidasi, atau pailit dan w却b

Ret轟busi tidak dapat ditemuk紬;

b･ hak untuk mcla血kan Penagihan Re血busi sudah

d粗uwarsa ;

c. doた【｣肌eれ…



c.　dokumen sebagal dasar penagihan retribusi tidak

ditemukan dan telah d組akuk紬penclusuran secara

opti皿al sesuai deng弧　ketentu狐　pe｢und紬g-

皿dangan; dan

d･ hak Daerah untuk melakuk孤penag血an rethbusi

tidak dapat dilaksanak紬　karena kondisi tc巾entu

sehubung紬　dengan ad紬ya perubahan kebiうakan

dan/atau berdasarkan pe巾imbanga皿yang ditetapk紬

oleh Wali Kota.

Pasal 36

(I) Ret轟busi ha耳ya dapat diusulkan untuk dihapusk紬setelah

dilakukan penelitian deng紬prosedur sebagai be正kut:

a･ dilakukan inventa正sir鵬utmg Retribusi Daerah yang

sudah tidak dapat atau tidak mungぬn dilakuk紬

penag血an埠ya　○○eh Per紬gkat Daerah pemungut

retribusi,　disertai alasan tentang kesulitan

penagih劃nya;

b･ has止血ventahsir sebagai皿ana d出しaksud dalam hu皿で

a diaudit o重eh Inspcktorat; dan

c･　hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b,

disampaikan kepada Kepala Per紬gkat Daerah

pemungut rethbusi.

(2) Berdasarka皿basil audit sebagaimaana dimaksud pada ayat

(1) hu｢uf c, Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi

mcnyampaik狐　usulan Penghapus紬　Hutang Ret正busi

Daerah kepada Wali Kota secara te巾ulis.

Pasal 37

(1) Penelitian sebagainana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (I)

d組akuk紬oleh Tim Penelitian.

(2) Tim penelitian seb貧gaimana dimaksud pada ayat (1) dan

unsur Perangkat Daerah pe皿ungut ret轟busi tcrkait din

dapat melibatkan Per紬gkat Daerah la王nnya.

(3) Tim peneHtian sebagaim紬a dimaksud pada ayat (2)

dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah pe皿ungut

ret正bu si.

Pasal 38

Peng血pusan tagihan atau penghapus紬　mutlak piutang

rethbusi d虹akukan dengan c紬a menutup ekstra komtabel dan

tidak melakukan penjumalan kembali serta diungkapkan dalan

catat狐laporan keuangan Dacrah.



Bagi狐Kedelapan

Keberatan Ret正busi

Pasal 39

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan
kepada Wall Kota me址ui Kepala Perangkat Daerah

pcmungut rcthbusi atas SKRD atau dokumen血n y弧g

dipe rsamakan.

(2) Keberatan sebagainana dimaksud pada ayat (1) diajukan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

狐as紬yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama

3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika

Wajib Rethbusi dapat menu垂ukk紬bahwa j紬gka wa比u

tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kah狐.

(4) Keada紬　kah虹　sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

melipu色

a･　bencanaalam;

b. kebakar紬;

c･ kerusuhan massal atau hum-hara;

d･ wabah pcnyakit; dan/atau

e･ keadaan lain berdasarkan pertimbang狐wali Ko亡a.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
ret正busi dan pelaksaman penagihan rethbusi.

Pasal 40

(1) Kepala Per劃gkat Daerah pemungut re血busi, d瓢a皿

jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
surat keberat紬diteh皿a hams membeh keputusan atas

keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana

dimaksud dalan Pasal 39 ayat (1), dengan menerbitkan

su∫at keputusan kcberat紬.

(2) D血a皿　member批an keputus狐　sebag証mana dimaksud

pada ayat (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk
dapatmelakuk紬Pemer並sa劃.

(3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas
keberatan dapat bempa mene轟ma selumhnya atau

sebagian, menolak, atau mena皿bah besamya retnbusi

yang temtang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah lewat din　Kepala Perangkat Daerah pemungut

retribusi yang亜tu垂uk tidak皿emberi suatu keputusan

keberatan yang diajukan tersebut dian蕗ap diterima

selu｢uhnya.



Pas血41

(1) Surat Keberatan scbagaimana di血aksud dal劃Pasal 39

ayat (1) disampaik紬kepada Perangkat Kepala Daerah

pemungut ret正busi terkait.

(2) Penyampaian Surat Keberatan sebaga王mam dimaksud

pada ayat ( 1) dilakuk劃deng紬cara sebaga王be正kut:

a･ penyampai紬scca重a l組gsung;

b･ penyampai狐mel瓢ui pos ataujasa ekspedisi ataujasa

kurir dengan bukti pengiriman surat; atau

c.　dengan ca重alain.

(3) Surat Kebemtan yang disa皿paikan mel血ui cara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf a, dibe正k紬

bukti penerimaan surat oleh petugas yang merupakan

tanda bukti penehma劃Surat Keberatan.

(4) Penyampai紬Surat Kcberatan melalui pos sebagaimana

di皿aksud pada ayat (2) huruf b ad心ah penya皿paian Surat

Keberatan melalui pos yang mempunyal bukti pengiriman

surat secara tercatat.

(5) Penyampaian Surat Keberat餌　dengan cara lain

sebagai皿ana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a･ mel血ui pemsahaan jasa ekspedisi atau jasa kuhr

dengan bukd peng辻iman surat; atau

b.　sistem infomasi.

(6) Pemsahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (5) huⅢf a adalah peⅢsahaan yang

berbentuk badan hukum.

(7) Atas Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf b diberikan Bukti Penehmaan

Elektronik ,

(8) Bukti peneh皿a狐surat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), bukti pengihman surat sebagaimana址maksud pada

ayat (2) humf b din　ayat (6), cla皿　Bu比i Penerimaan

Elektronik sebagaimana dimaksud pada　争yat (7),

mempak狐t紬da bukti pene正ma紬Surat Keberatan.

(9) T劃gg血yang tercantum d血劃ta皿da bukti penerima紬

Surat Keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (8),

mempak孤t紬ggal Surat Keberat紬diterim貧.

Pasal 42

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau

selun】hnya, keleb血劃pembayaran ｢ethbusi dikembal址an

deng劃　ditambah imbalan bunga sesuai ketentu孤

peratur劃pemnd狐g-und狐gan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

d血itung s句ak bulan pel皿as紬　sampa王　deng紬

diterbitkannya SKRDLB.



Bagian Kesemb皿a皿

工nsen債f Fisk瓢Retribusi

Paragraf 1

Umu皿

Pasal 43

(1) Dalam mendukung ke坤akan kemudahan behnvestasi,

Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada:

a.　pelakuusaha;

b. Wajib Retribusi selain pelaku usaha;

(2) Insenti唖sk瓢sebagaimana dimaksud pada ayat (1) be調pa

pengurangan, kehngan紬, da皿　pernbebasan, atau

penghapus劃atas pokok rethbusi, dan/ atau sa皿ksinya･

Paragraf 2

Insentif Fisk瓢Untuk Pelaku Usaha

Pasal 44

(1) Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagalmana dimaksud
dala皿Pasal 43 ayat (1) hu調でa, dapat diberikan atas

permohonan Wajib Retribusi atau dibehkan secara j abatan
oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar wajib Rethbusi;

b.皿tuk mendukung dan melindun由　pelaku usaha

mi血o d紬ult重a mikro;

c. untuk　皿cndukung ke坤akan Pemerintah Daerah

dalam mcncapai program priohtas Daerah;dan/ atau

d. untuk mendukung keb主うak紬　Pemehntah dalam

mencapai program prioritas nasional･

(2) Pemberian insentif fiskal sebagalmana dimaksud pada ayat

(1) mempak紬　kewenangan Wali Kota sesuai deng狐

kc坤akan Daerah d血a皿pengelola紬keuangan Daerah･

(3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a dilakukan

deng狐mempcrhatikanぬktor:

a. kesinambungan usaha wajib Retribusi;

b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib

Retribusi terhadap perekonomian daerah dan

lapangan ke重ja di Daerah; din/atau

c.ぬktor lain yang ditentukan oleh wali Kota･

(4) Pembe正調insentif最sk瓢kepada Wajib Retribusi pelaku

usaha mi虹o d紬ultra mi血o sebagaimana dimaksudpada

争yat (1) humf b dilakukan sesua王dengan krite正a usaha

mi虹o din　山tra mikro d粗a皿　peratur狐　pemndang-

皿dangan di bidang usaha mi血o, kecil, mencngah･ dan

koperasi ■

(5) Pe皿beh弧insen出　航skal kepada Wajib Ret止busi

sebagaimana di皿aksud pada ayat (1) humf c, disesuaikan

deng劃p五〇五tas Daerah y紬g terc紬tum dal劃renc紬a

pembangun紬jangka menengah daerah･

/6/ Pembe元帥...



(6) Pe皿beh袖　山scnt∬　慮skal kepada Wajib Rethbusi

sebagaimana dimak§ud pada ayat (1) h-f d, dilakukan

dalam　丁angka percepatan penyelesaian proyek strategis

nasional.

Pasal 45

(1) Dalan hal pemberian insentif fiskal atas permohonan wajib
Ret轟busi sebagaimana dimaksud dal劃Pasal 44 ayat (1),

Wajib Retribusi melengkapi dok皿en di K紬tor Perangkat

Daerah pe皿ungut ｢ethbusi, bempa:

a･ pemohonan dibuat secara te正ulis dengan

menggunakan bahasa Indonesia;

b. melampirkan ka止u tanda penduduk;

c･ dokumen pcndukung yang relevan, sepc轟i lapor孤

keu弧gan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan

最nansial, atau bukti te重jadinya bencana瓢劃atau

kebaka章an pada objck pajak; dan

d. tujuan dan alasan permohonan yang menjelaskan

secara jelas tujuan dari pemohonan insentif fiskal

serta alasan Wajib Retribusi memenuhi kriteria

sebagaimana di皿aksud d血am Pasal 44 ayat (3).

(2) Pe皿ohonan Wajib Rethbusi sebagaim紬a dimaksud pada

ayat　(1)　dilakukan dengan menyampaikan surat

pemohonan kc K弧tor Per紬gkat Daerah pemungut

Ret正busi terkait, dengan cara:

a.　secara l紬gsung;

b･ melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti

pen親nman surat; atau

c.　clekt関山k.

(3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya

berkas pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I)

Perangkat Daerah pemungut rethbusi terk壷t melakuk紬

pemeriksa紬terhadap persya重atan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(4) Pemehksaan sebagaimana di皿aksud pada ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Peratu孤W血i Kota ini.

(5) Berdasarkan pemeriksaan sebaga王mana dimaksud

padaayat (4) Kepala Pemngkat Daerah pemungut ret轟busi

menerbitkan keputusan berupa:

a･　mene丘ma pcrmohonan deng孤　menerbitk紬　surat

kcterangan penchma血sentif ret轟busi; atau

b. menolak pemohonan deng紬　menerbitkan surat

penolakan permohon紬insent遭rethbusi,

(6) Surat keterangan penehma insentir retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) humf a me垂adi dasa重　d血a皿

pembentukan Peraturan Wali Kota tent紬g pembe正an

insen亀f正sk心.



(7) Peratur孤　Wa止　Kota tentang pembe轟an insen批正skal

sebagaim狐a dimaksud pada争yat (6)出be正tahukan kepada

DPRD disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam

membe正kan insentir組skal.

Pasal 46

(1) Dalam hal pemberian insentif dilakukan secara jabatan
o重eh Wali Kota, Perangkat Daerah pemungut ret｢ibusi

terkait wajib me]akukan kajian terlebih dahulu dengan

皿e皿pe轟imb狐gkan:

a.　rencana penggunaan insentif fiskal;

b･ da皿pak terhadap penc轟皿aan daerah a虹bat血sen相

島skal yang diberikan;

c･ da血pak terhadap pene重ima insentif最sk血terhadap

kondisi usaha Wajib Retribusi;

d･ kesesuaian deng狐　　　program prio重itas

nasional/ Daerah; dan

e･　pertimbangan l証nnya.

(2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dapat bempa:

a･皿e皿behk狐　kont正busi terhadap peningkatan

pendapat紬皿asyarakat ;

b･ menyerap tenaga ke重ja;

c･　menggunakan sebagi紬besar sumber daya lokal;

d. membehkan kontribusi bagi peningkatan pelayanan

publik;

e･　皿e皿bchk狐　kont轟busi d血a皿　peningkata皿　produk

domest址region瓢bmto;

f.　bervawasan lingkungan dan berkelanjutan;

g･　pemb孤gun弧in血astmktur;

h･ melakukan alih teknologi;

i･　melakukan industh pionir;

j.　melaksanakan kegiatan p�觀ﾆ友��篦��V誚Vﾖ&�誚���F��

宣novas重;

k･ bermi廿a denga皿usaha mikro, kecil, atau kopcrasi;

1･ industri y紬g mcnggunakan b甜ang modal, mesin atau

peralat孤yang diproduksi di dalam negeh;

m･ melakukan kegiatan usaha sesuai dcngan program

p五〇正tas nasional dan/ atau daerah; dan/ atau

n. berorientasi ekspor.

(3) Pembe轟a皿inscntif dilakukan secara jabatan oleh wali Kota

ditetapka皿dengan Peraturan Wa虹Kota dan dibe互tahuk劃

kepada DPRD disertai dengan pertimb狐gan W血i Kota

dalam皿e皿be正k紬insentif鼠sk血.

Pasal 47

( I) Dalan hal pembehan insentif fiskal sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan permohonan Wajib

Rethbusi, apabila diperlukan Kep確a Perangkat Daerah

pemungut rethbusi dapat melakukan pemeriksa狐

sebagaimana di皿aksud dalam Pasa重45争yat (i).

/2/ Pem�ﾋ8呎7ｦ7ｧ$ﾂ籵



(2) Pemeriksaan sebagainana dinaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang

mengajukan pemohonan insentif liskal berhak untuk

menenma insentif最skal sesuai dengan pe巾i皿b劃gan dan

組曲or sebagai血紬a di皿aksud ddam Pasa宣44 ayat (1) dan

ayat (3).

ParagraJ 3

Insentif Fiskal Untuk Selain Pelaku Usaha

Pasal 48

(1) Wali Kota dapat membehk劃kering紬an, pengurangan,

pembcbasan,　dan penundaan pembayaran atas

pokokda皿/atau sanksi ret正busi secara jabatan terhadap

jenis retribusi te轟en血berdasark紬pertimb紬gan te｢tentu.

(2) Pe簾imb紬gan te轟entu sebagai皿ana dimaksud pada ayat

(1) bempa:

a. kepentingan Daerah dalam rangka:

1･ hari ulang tahun Daerah;

2･ kegiatan y紬g mendukung tugas din　請ngsi

Peme轟ntah Daerah;

3, percepatan target penerimaan;

4. target retribusi di tahun beljalan telah

tercapa王; dan / atau

5･ pengga虹an potensi piutang ret瓦busi;

b. 1impah狐kementerian;

c. stimulus kepada wajib Retribusi untuk meningkatkan

kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib

administrasi pembayaran; dan/ atau

d. kcpent血gan sosial kema皿usiaan.

(3) Pembe轟an ker血ganan, pengurangan, pembebasan, din

pcnundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi

Ret正busi Dacrah sebagaimana dimaksud pada争yat (1)

龍tetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh

Kchngan紬, Pengur狐gan, Pe皿bebasan, Penunda紬

Pembay紬an atas Pokok Ret正busi, dan/ atau Sanksi叫ya

Para騨af I

Umum

Pasal 49

(1) Kep血a Perangkat Daerah pemungut ret重ibusi dapat

memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan

penundaan pembay虹an atas pokok dan/atau sanksi

ret正busi deng紬mcmperhatik紬kondisi Wajib Ret正busi

d劃/ atau oせjek ret轟busi.

(2) Kondisi Wajib Re血busi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sed地t be鵬pa kemampuan membayar Wajib

Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

PQragγqf2...



Paragraf 2

Ruang Lingkup Pemohonan Keringanan Retribusi

Pasal 50

(I) Dalan hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan

pe調ohon劃kchng紬an retribusi temtang kepada Kepala

Pera皿gkat Daerah pemungut retribusi.

(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

me鴨puti ,

a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau

kondisi kahar;

b･ kesulitan虹kuiditas; dan/atau

c･　kcb主jaka皿pemer血tah atau pemer血tah Daerah.

Pasal 51

(1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi
kahar sebagainana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)

hun∬ a, meliputi:

a.　bencana; atau

b･ keadaan lain berdas紬k紬　pert王mbangan Kepala

Pe重紬gkat Dae重ah pemungut rcthbusi･

(2) Keadaan di luar kemampuan Waj’ib Retribusi atau kondisi

kahar yang meⅢpakan kcadaan bencana sebaga王mana

dimaksud pada ayat (1) hu調書a, bempa bencana ala皿,

bencana non ala皿, dan bencana sosial yang ditetapk劃

sesu証　deng狐　ketentuan peraturan pemnd紬g劃-

皿dangan di bidang pcnanggulangan benc紬a.

(3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi
kahar yang　rnempakan kcadaan lain berdasark孤

per亀mb狐g紬Kepala Pe重angkat Daerah pemungut ret｢ibusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan

suatu keada紬di luar kem劃pu劃Wajib Retribusi yang

berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah

pemungut ret正busi dinyatak紬　sebagai suatu keada紬

ben紬-benar di luar kem劃pua皿　Wajib Rethbusi dan

menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas

wak調pe皿bayaran sesuai deng弧ketentu狐.

(4) Batas wak血pembaya工an sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran

｢ethbusi temt紬g sebagai alasan pengajuan ke瓦nganan

retribusi temtang.

(5) Auasan pengajuan keringanan retribusi terutang karena

tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran

sebaga上mana dimaksud pada ayat (4), di ant紬anya:

a. tidak ad紬yaぬs遭i血s internet;

b. adanya akuisisi wajib Retribusi oleh perusahaan lain;

c. adanya ,側c! atas rekening wajib Retribusi; dan/atau

d. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi

daar penghitungan retribusi terutang sebagai akibat

ad狐ya kebiうakan pembatasan kegiat紬masyarakat

karena adanya suatu pandemi.

Pasal 52...

i　　　　　　　肥



Pas租52

(1) Kesulitan likuiditas sebagainana dimaksud dalan Pasal 50

ayat (2) humf b merupakan kondisi keuangan Wajib

Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka

pendek.

(2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada

争yat (1) mempakan kewajiban y紬g diharapk紬　ak紬

dil皿asi d握am waktu 1 (sam) tah皿.

(3) Kesulitan likuiditas sebagaim劃a di調aksud pada ayat (i)

dibuktik劃dengan basil peng巾ian atas laporan keuang紬,

1apor紬　pe皿bukuan,　atau dokumen　血n yang

dipersamakan deng紬lapor紬keuangan Wajib Rctribusi

pal血g sedi貼t untuk tahun be重j瓢an d劃1 (satu) tahun

sebelumnya.

(4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan

atau dokumen lain yang dipe｢samakan dengan laporan

keu紬gan sebagaim紬a dimaksud pada ayat (3) mempakan

peng可ian deng弧　血elakuk紬　an瓢isis rasio keuangan

antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (cLme庇

ratio), rasio cepat (quicたmcz’o), rasio kas (casわ糊fro), dan

｢asio perputaran kas (cas杭α肌oueγ ratio).

(5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau

dokumen lain yang dipersamakan dengan lapora皿

keuangan sebaga王m狐a dimaksud pada ayat (3) tidak

disajik劃berdasark測地asi蝕【asi l紬car dan tidak l弧car,

penguian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik
lazim se比o重industr血ya.

Pasal 53

( 1 ) Kebミラakan Peme丘ntah atau Peme正ntah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c,

me止puti:

a･ ke坤ak紬yang menyebabkan kemgian bagi Wajib

Retribusi ;

b･ kcbijak狐y劃g皿ewajibk紬Wajib Ret正busi untuk

mendukung progran nasional dan mengakibatkan

Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang

optimum; din/atau

c. kebijakan pemberian keringanan retribusi terutang

kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan

keariぬn lokal, aspek keadilan sosial, bud争ya, dan

lingkung狐.

(2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib
Rethbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

antara lain:

a. pemegang ijin usaha yang tidak dapat menjalankan

kegiatan usahanya k紬ena pembahan pe重aturan

pemndang置und紬gan; atau

b･ kebijak狐　pembatasa皿　sosial bersk血a besar atau

nama lainnya, yang membatasi jumlah penump狐g

d血am sarana tr狐spo正asi umum.

/3/ Ke的aたan...
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(3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk
mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib

Rethbusi tidak mendapatk紬keuntung狐yang opti皿血

sebagaimana dimaksud pada ayat (i) humf b, antara lain:

a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan

penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan

kegiat弧pemb紬gun劃in血astruktur; atau

b･ badan usa血a bidang pertambang劃y孤g diber批an

penugas餌　oleh pemerintah　皿tuk melaksanakan

kegiat弧peningk貧t狐n虹ai t狐bah yang memiliki nilai

ekono皿i d紬sosial yang strate由s.

(4) Ke噌ak紬pembeha皿ke止nganan rethbusi temtang kepada

Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal,

aspek kead虹an sosial, bud争ya, clan　止ngkungan

sebagaimam dimaksud pada ayat (1) bumf c, diantaranya:

a. pemberian keringanan retribusi terutang bagi

masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau

ul廿a mi虹o;

b･ ke坤akan untuk mendukung pcnerap紬teknologi;

c･ ke坤akan untuk mempercepat pembangunan daerah;

d紬/ atau

d･ ke坤akan untuk mendukung kearぬn lokal, kegiat紬

sosial, budaya, d弧kelestarian alam.

Pasal 54

(1) Wajib Rethbusi tidak dapat mengajukan permohonan
ker血gana皿rethbusi temt劃g kepada Kepala Perangkat

Dacrah pe血ungut rethbusi berdasarka皿　ketentuan

sebagai皿ana dimaksud dalam Pas血50 d瓦am h血ret貢busi

temt紬g mempaka皿　has組　pemehksa弧　ataskeberat紬

rct正busi.

(2) Dalan hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan
re廿ibusi tcmt紬g untuk kondisi sebagaim劃a dimaksud

pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi
terkait menerbi此an surat penolakan p血ing lama 7 (tujuh)

hari kerja setelah surat permohonan keringanan retribusi

temt狐g diterima.

Pas瓢55

Dalam hal permohonan keringanan retribusi terutang diajukan,

proses penagihan dan pelimpahan atas retribusi terutang yang

diajukan keringanan disampaikan kepada Perangkat Daerah

y紬g melaks狐akan ums紬　pemer血tahan di bidang

pengelo宣aan piutang Daerah untuk ditunda.



Pasal 56

(1) Pc皿ohonan ke轟nganan ret轟busi temtang sebagaima皿a

dimaksud d血am Pasal　50　ayat (1) d車ukan untuk

ker血ga皿an rethbusi temt紬g dal狐bentuk:

a.　penundaan;

b. peng狐gsuran;

c･　pengur紬gan; dan/atau

d. pembebasan.

(2) Pemohonan ke互nganan retribusi temt紬g dapat bempa:

a･ ke轟nganan a屯s pokok ret正busi terutang; din/atau

b･ ke正nganan a屯s sanksi administratif bempa denda.

(3) Surat pemohon紬kc轟nganan re血busi temtang hanya

dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.

(4〉　Dalam hal pemohonan kcringanan ret正busi terut紬g

dalan bentuk sebagainana dimaksud pada ayat (1) telah

mendapatkan penetapan,　Wajib Ret貢busi dapat

mengajukan permohonan keringanan bani.

Pasa｣ 57

(1) Dalam hal Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi
usaha mi血o atau ultra　皿ikro, surat pemohon紬

kehnganan retribusi te調tang dapat diajukan untuk lebih

dari satu bentuk ke止ng紬紬.

(2) Bentuk ke轟ng狐an rct止busi terutang sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (1) dapat bempa:

a･ penundaan da皿pengangsur孤;

b･ penundaan dan pengurangan; atau

c･　peng狐gsuran dan pengurang紬.

Paragraf 3

Batas Waktu Pcmohon狐Ke轟ng弧劃Ret正busi

Pasal 58

Permohonan ker血g劃an rethbusi terutang sebaga王m紬s

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diajukan paling lambat 14

(empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran

SKRD atau dokumcn lain y紬g dipcrsamak紬.

Parag丁af 4

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Ker血g劃an Rethbusi

Pasal 59

(1) Pemohon紬kehnganan ret轟busi temt狐g sebagaimana

dimaksud dalan Pasal 50 diajukan dengan menyampaikan

surat pemohonan ke轟nganan re正busi temtang yang

p軸心g sedi虹t皿emuat:

cL in/omcrsi...



a. informasi mengenai identitas wajib Retribusi;

b. alasan pengajuan keringanan retribusi;

c.　bentuk kehnganan retribusi;

d. jumlah retribusi terutang yang diajukan keringanan

rethbusi; dan

e. tanggaljatuh tempo retribusi terutang.

(2) Surat pe血ohonan kehng孤独　ret正busi temtang

sebagainana dimaksud pada ayat (1) h-s memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a.　diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia; dan

b･ ditandatangani oleh Wajib Re血busi atau pihak yang

dikuasak狐.

Pasal 60

(1) Dalam hal pemohonan ke正nganan retribusi temtang yang

diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib

Ret正busi atau kondisi kah虹sebagaimana dimaksud dal劃

Pas血50 ayat (2) humf a surat pemohon狐kehngana皿

retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung

p弧ing sedi瞳t:

a･ surat keter紬gan dan instansi yang berwenang untuk

keadaan bencana atau surat pemyataan Wajib

Rethbusi dan bukd terkait untuk keada狐la血

berdas狐kan pertimb紬gan Kep瓢a Perangkat Daerah

pemungut rethbusi ; din

b. asli surat pemyataan kemgian dari Wajib Retribusi

yang disertai perhitungan dan penjelasan.

(2) Surat keter紬gan dad inst紬si bcrwenang untuk keada紬

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dapat bempa:

a･ asli surat keterang紬　da正　pihak kepolisian yang

menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara,

kerusuhan massal, kebakar弧, dan la王nnya;

b･ asli surat ketcr孤gan dan instansi Peme｢血tah y狐g

melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk

keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib

Rethbusi bempa bcncana alam;

c･　asli surat ketcrang狐　da正inst弧si terkait untuk

keadaan di luar kema皿pu弧Wajib Retribusi atau

kondisi kahar bempa bencana non alam; dan/atau

d･ s血in狐Kcputusan wali Kota tent紬g penetapan suatu

dae｢ah d血a皿status benc孤a.

(3) Dalam hal pemohonan ke正ng紬an retribusi teⅢtang yang

diajukan sebagal ahibat kondisi kesulitan likuiditas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) humf b,

surat pemohonan kehngan紬ret轟busi temtang disc虹ai

deng狐dokumen pendukung p瓢ing scdi貼t‥

a･ salin紬lapor狐keuangan atau lapor紬pe皿bukuan

paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun

sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan

usah貧;

b. czohamerL..



b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan

keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan;

c.　asli surat pemyata紬　kesulit紬likuiditas atau

keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi

atau pihak yang dikuasakan dengan disertai

perhit皿gan dan pe巾clasan; dan

d. surat pemyataan dari wajib Retribusi bahwa retribusi

temt紬g y孤g di血ohonk紬kehnganan tidak d血a皿

proses peradilan.

(4) Dalam hal pemohon紬ke轟ngan紬retribusi teruta皿g yang

diajukan sebagal akibat kondisi kebijakan Pemerinta血

sebagainana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c,

suat pemohon紬ker血ganan ret正busi temt狐g ha重us

disertal dengan dokumen pendukung paling sedikit:

a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah

Daerah:

b･ sal血紬lapor紬keu紬gan atau laporan pe皿bukuan

paling sedikit untuk tahun beljalan dan satu tahun

sebe重umnya, dala血h血Wajib Ret正busi bempa bad紬

usaha; dan

c･ dokumen　虹n y紬g　血persa皿akan deng紬laporan

keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.

(5) Dalam hal kebijakan Pemerintah Daerah bempa arahan
Wali Kota, salinan dokumen tertulis kebijckan Pemerintch

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) humf a,

antara lain dapat berupa siaran pers (press rezeclse) atau

be正ta dari laman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 61

(1) Surat pemohonan ker血g狐an retribusi te皿tang

disanpaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut

ret正busi, mel粗ui:

a.　secara l紬gsung;

b･ pos atau pcmsaha狐jasa peng紬gkut紬/ekspedisi;

atau

c.　siste皿infbmasi.

(2) Penyampai紬　surat pemohon劃　ke正ng紬孤　ret正busi

terutang sebagalmana dimaksud pada ayat (1) buruf a atau

humf c, dibehkan t紬da buk亀penerimaan surat secara

置angsung, secara ele龍ronik, maupun melalui not脆kasi

sistem.

(3) Penyampaian surat pcrmohonan ke正ng紬an ret正busi

temtang me胤ui pos atau pe｢usahaan jasa

pcng紬gkut劃/ekspedisi sebagaim紬a di皿aksud pada ayat

(1) humf b, dibuktikan dengan tanggal y紬g tercant皿

dalam bukti pengiriman surat.



Pasal 62

(1) Kepala Per紬gkat Daerah pe皿ungut rethbusi menerbitkan

surat penolakan terhadap permohonan keringan劃

ret正busi te則t劃g y紬g dite正ma setelah rctribusi temt紬g

dnimpahkan kepada Per紬gkat Daerah yang melaksanakan

urus劃　pemcr血tah弧　di bid狐g pcngelola紬　piut紬g

Daerah.

(2) Surat penolakan sebaga王m狐a dimaksud pada ayat (1)

diterbitk紬p血ing lama 7 (t可uh) hah ke裏ja setelah surat

pemohon紬ke正nganan ret正busi temtang diterima.

Pasal 63

(1) Berdasa重kan surat pe皿ohonan kering狐an scbagaimana

di皿aksud dalam Pasal 50 ayaし(1) Kepala Perangkat Daerah

pemungut重e廿ibusi menerbitk紬surat perset可u弧atau

penolakan ke正ng狐an ret轟busi temtang yang diajukan

Wajib Retribusi.

(2) Perset可uan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibe正kan

dalam bentuk:

a･　penunda劃;

b. pengangsuran;

c･　pcngur劃g狐; dan/atau

d. pembebasan.

Pasal 64

(i) Pe重set可u狐ker血ganan retribusi tc丁utang d血am bentuk

penundaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2)

hun嘉f a dibcrikan kepada Wajib Rctribusi untuk j孤gka

waktu paling l狐a 6 (cnam) bulan dalam tahun anggaran

beljalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.

(2) Persct可u紬ker血gan紬retribusi temtang dalam bentuk

pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat

(2) huruf b, diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dala皿　tahun

anggaran beljalan terhitung sejak suratpersetujuan

peng狐gsuran ditetapkan.

(3) Pengangsura皿　ret轟busi temt孤g sebagai皿ana dimaksud

pada ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam I

(satu) bul狐.

Ba由an Kesebelas

Perfbrasi

Pas瓢65

Ruang Lingkup perforasi meliputi pengesahan SKRD.

PαSal 66…



P貧S血66

(I) Pengada紬　SKRD dilakuk弧　oleh Perangkat Daerah

pemungut retribusi terkait.

(2) Jenis SKRD y餌g dipergunakan hams yang mudah出baca,

dihitung dan diawasi serta menggunakan nomcrator y狐g

jelas.

Pasal 67

(1)恥ngutan me血ui SKRD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal　4　ayat (1), wajib diperforasi untuk keabsahan

penghi血ngan dan pengawas弧　dal狐　pemungutan

pendapat劃daerah.

(2) Per重brasi SKRD sebagaim弧a di皿aksud pada ayat (1)

dⅡaksanakan olch Kepala Perangkat Daerah yang

melaks弧akan un⊥s紬pemehntah紬di bidang retribusi

Daerah.

Pasal 68

Perfbrasi sebagaimana di皿aksud dal劃　Pasal　65, dapat

dilakukan dengan cara konvensional dan/atau elektronik.

Pasal 69

(1) Petugas pcrfbrasi mencatat SKRD, retribusi, dan宣ain-lain

pendapatan asli daerah yang sah y紬g dimintak狐

pe轟brasi.

(2) Perangkat Daerah pemungut retr主busi setiap bulan wajib

melaporkan SKRD y皿g digunak狐　kepada Kepala

Per劃gkat Daerah y紬g melaksanakan urusan

peme轟ntah紬血bid紬g retribusi Dacrah.

(3) Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi melakukan

rekons址asi data SKRD berdas紳kan pencatatan

sebagaim狐a di皿aksud pa･da ayat (1) dan ayat (2), p血ing

sed貼t 3 (tiga) bulan sekali bersama Wajib Ret正busi din

Pe重弧gkat Daerah.

(4) Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi membuat

lapor紬　has血　perめrasi thbulan孤　berdasark紬　has轟

rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

disa皿paik紬kepada Wali Kota.



Bagian Kedua Belas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Ret正busi

Pas瓢70

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi atau Retribusi, Wajib
Ret轟busi atau Wajib Rethbusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat

y紬8 ditu垂uk.

(2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu

paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya

pe皿ohon紬　penge皿balian kelebihan pembaya丁紬

Ret正busi sebagai調a dimaksud pada ayat (1) ha丁us

me皿be轟k劃keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk

缶dak　皿ember批紬　suatu keputusan,　pemohonan

pcngcmbalian pembayaran Retribusi atau Ret轟busi

血anggap d此abulkan dan SKPDLB atau SKRDLB ha調s

血te重bitkan dalam jangka waktu p粗ing lama 1 (satu) bulan.

(5) ApabぬWajib Ret轟busi me皿punyai Utang Rethbusi atau

ut劃g Rethbusi laimya, keleb血an pe皿bayar劃Ret轟busi

atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

1狐gsung diperhitungk狐untuk me重unasi terleb血dahulu

Utang Re廿ibusi atau u血ng Retribusi lainnya.

(6) Pengcmbali孤　kelebih劃　pcmbaya重an Ret轟busi atau

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam jangka waktu paling lama　2 (dua) bulan sejalc

diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian

keleb血an pembayaran Rct正busi atau Ret轟busi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-

undang狐.

BAB重重量

pEMUNGu恥N RBTRIBus○ ○LEH plHAK KETIGA

Ba由an Kesatu

Umum

Pasa賞71

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan ke重ja sama atau

penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan

ret正busi.

(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana

髄maksud pada ayat (1) tidak tcmasuk pcnetap弧tarif,

pengawasan, dan peme重iksa紬.

(3) Pemungutan rethbusi yang dilaksan瓢【an oleh pihak ketiga

sebagaimam dimaksud pada ayat (I), dilaksanakan

berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas

pemungut紬　re廿ibusi dengan tidak mcnambah beban

Wajib Retribusi.

/4/ Pe職er]’肌aan...
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(4) Pene轟maan重et正busi y弧g dilaks紬akan oleh pihak ketiga

sebagalmana dimaksud pada ayat (1), disetor ke rekening

kas umum Daerah secara bmto.

(5) Pembeh狐imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaim劃a

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Belanja

Anggaran Pendapatan d劃Bela巾a Daerah.

(6) Pembe轟an暮皿bal Jasa kepada pihak ketiga sebagaimana

di皿aksud pada ayat (1) sesua王dengan ketentu紬peratur紬

pe皿d劃g-undang紬.

Pasal 72

鵬hak ketiga yang dapat melakukan pe皿ungut紬　rethbusi

sebagaim紬a dimaksud d瓢am Pas血71 ayat (1), terdiri a屯s:

a･　perseor紬g紬;

b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai

denganketentu紬peraturan pe調nd狐g-und紬gan; dan

c･　org軸心sasi kemasy紺ak租t狐y紬g berbadan hukum sesuai

dengan ketentuan peratur紬per皿dang-undang紬,

Ba由an Kedua

Hhak Ke亀ga Bcmpa Pe重seor劃g孤

Pasal 73

(1) Peme正ntah Daerah dapat menu細juk perseoranga.n untuk

mc垂adi pihak ke亀ga dalam melakukan pe皿ungut紬

retribusi.

(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwakili oleh Wa止Kota.

(3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapk紬d血劃Keputusan Wali Kota.

Pas瓢74

(1) Perseorangan yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi

sebagaimana dimaksud dalam Pa§al　73　ayat (1), wajib

menandatang紬i kon廿ak虹ne重ja.

(2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pal血g sedi貼t memuat:

a. identitas para pihak;

b. ｢uing lingkup;

c.　hakdankewajiban;

d. jangkawaktu; din

e.　pengakhiran kontrak虹ne車a.



Bagian ketiga

陣hak Ketiga Berupa Bad劃Usaha dan/atau

Organisasi Kemasy紺akatan

Pasal 75

(1) Inisiatif pemungut劃rct正busi olch p血ak ketiga be｢upa

badan usaha din/atau org紬isasi kemasy狐akat狐dapat

di血iasi ○○eh Pe皿ehntah Daerah atau pihak kctiga.

(2) Dalam hal prakarsa ke重ja sama berasal dari Pemc正ntah

Dae｢ah, Pcmehntah Daerah melakuk狐pemetaan urusan

peme正ntahan sesuai potensi din　karakteristik Daerah

se轟a kcbutuh劃Daerah dalam memungut Rctribusi.

(3) Inisiatif ke寄a sa皿a oleh Pemehntah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) se轟a pemeta紬　urus紬

peme轟ntah狐　sebagai皿ana dimaksud pada ayat (2)

ditu紬gkan di dala皿proposal penawar狐ke巧a s劃a.

Pasal 76

(1) D瓢a皿h瓢prakarsa ke重ja sa皿a beras瓢da正pihak ketiga,

kelja sama hams memenuhi kriteria:

a. te轟ntegrasi secara teknis dengan perenc劃aan

pemungutan retribusi;

b･ 1ayak secara ekonomi din　魚nansi血, yakni皿a皿pu

menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dan

memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi

semua pihak;

c.　pihck ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki

kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan

ke寄a s劃a; din

d･ pihak ketiga y弧g mcngajukan memili貼kapabilitas

sesuai dengan ret正busi yang dike王iasamak弧.

(2) mak ketiga yang menjadi pemrak紺sa harus menyusun

propos血ke章ja sa皿a y劃g diusulk紬.

Pasal 77

Proposal kelja sama sebagainana dimaksud dalam Pasal 76

ayat (2), paling sedi貼t memuat:

a. 1atar belak紬g;

b.　dasarhuk皿;

c.　maksudd紬t可uan;

d. o申ekke重jasa皿a;

e.　kegiat紬y紬g aka皿dilaks紬akan;

f.　jangkawaktu;

9.　an血isis manねat dan biaya; dan

h. kesi皿pulan d紬rekomendasi.

Pasα1 78…



Pasal 78

Penyelenggaraan kelja sama dilakukan melalui tahapan:

a･　pers宣apan ;

b. penawar紬;

c･　penyusun紬Kesepakatan Bers劃a;

d･ penandatang紬an Kesepakatan Bersama;

e.　penyusunan Kontrak atau PKS;

I.　pen狐datang調和Kon廿ak atau PKS;

9.　pelaksanaan;

h. penatausaha孤; dan

i.　pelapor劃.

Pasal 79

(1) Persiap狐sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a,

dilakuk劃oleh Perangkat Daerah pemrak鉦sa keヰa sa皿a

dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan

hasi宣　Pemeta紬　Urusan Peme正ntahan yang akan

d毘e重jasa皿ak紬　sebagaim狐a dimaksud d心血Pasal 75

ayat (2).

(2) Kerangka acuan kelja sebagaimana dimaksud pada ayat

(i), paling sedi瞳t me皿uat:

a. 1atar belakang;

b. maksud dan t可uan;

c.　○○kasi ke重jas劃a;

d. ｢uang lingkup;

e. jangkawaktu;

f.　manぬat;

g･紬alisis dampak sosial dan lingkungan a向u sesuai

bidang yang d批e寄asamak劃; din

h. pembiayaan.

Pasal 80

(1) Penawaran sebagainana dimaksud dalam Pasal 78 huruf

b, dilakukan oleh Per劃gkat Daerah pemungut retribusi

dengan menyampajkan surat penawaran rencana kelja

sama untuk dit紬datangani Kepala Perangkat Daerah

pemungut rethbusi.

(2) Surat penawaran rencana ke重jas劃a yang telah

ditandatang孤i Kepal租　Per劃gkat Daerah disampaikan

kepada pihak ketiga c瓢on mitra ke寄a sama dilengkapi

dengan kerangka acuan keヰa.

(3) D弧a皿hal terdapat beberapa c血on mitra yang皿emcnuhi

syarat, Pcrangkat Daerah pemungut retribusi dapat

melakuk紬　　pem袖山　　calon mitra deng狐

mcmpe巾imbangkan :

a.　bona慮ditas;

b. pengala血血bid弧g y劃g akan dike重jasamakan; dan

c･ komitmen untuk melaksanakan program/kegiat紬

ke寄a sama.

(4) Calon mitra yang terpilih髄tetapk紬melalui Keputusan

Wa血Kota.

Pasα1 8上…
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Pasal 81

(1) Penawaran ke寄a gama yang diajukan oleh pihak ketiga

dikaji oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi.

(2) Pengkajian atas penawar狐　keヰasama sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (1), deng狐mempe轟imb紬gkan pa止ng

sedikit:

a.　kesesuai紬rencana pemungut狐rethbusi y弧g telah

ditcntukan oleh Per紬gkat Daerah pe皿ungut rethbusi;

b. kelayakan biaya dan man患atnya;

c.　dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;

d. bona丘ditas calon mitra ke重ja sama;

e.　peng瓢a皿劃c血on皿itra ke寄a sama di bid紬g yang

ak孤dike寄asa皿akan; dan

f.　komitmen calon mitra kelja sama untuk

血elaksa皿akan progr劃/ kegiat紬ke重ja sama.

Pasal 82

(1) Penyusunan Kcsepakatan Be｢sama sebagaimana dimaksud

da重am Pasa重78 humf c, dilakukan oleh Pcrangkat Daerah

pemungut ret正busi yang dibahas dengan pihak ketiga.

(2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersana Kerja Sana
telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan

pen紬dat紬g孤独naskah Kesepakat弧Bersama.

(3) J餌gka waktu Kesepakat紬　Bersa皿a sebagaimana

di皿aksud pada ayat (2) adalah 1 (satu) tahun･

(4) Perpa可紬gan waktu Kesepakatan Bersama dapat

dilakukan setelah adanya evaluasi atas kinerja pihak ketiga

d血a皿　　pelaks劃aan pemungutan rethbusi din

pertimbangan lain yang relevan.

(5) Perpa可紬gan waktu Kesepakat紬　Bers劃a sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat dぬkuk紬pa止ng banyak 2

(dua) kali setelah dilakukannya evaluasi.

Pasal 83

( 1) Pena皿dat紬ganan naskah Kesepakatan Bersa皿a

sebagai血紬a dimaksud dala皿Pasal 78 humf d, dilakukan

oleh Wali Kota dengan pimpinan p血ak ketiga.

(2) W血i Kota sebaga正し劃a　血maksud pada ayat (1), dapat

menunjuk Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi

untuk menandatanga血naskah Kesepakatan Bersama.

(3) Penghu垂ukan Kcpala Per劃gkat Daerah pemungut

ret轟busi oleh WaH Kota sebaga王mana dimaksud pada ayat

(2),　dilakukan dengan menerbitkan Surat Kuasa

Penghu可ukan.

PαSα1 84...



Pasal 84

(1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana di皿aksud

d血a皿Pas血78 bumf e, dilakukan oleh Perangkat Daerah

pemrakarsa keヰa sama.

(2) Penyusunan kontrak atau PKS kerja sama sebagaimana

di皿aksud pada ayat (i), dapat melibatkan pakar/tenaga

ahli.

(3) Kontrak atau PKS keヰa s狐a yang telah disepakati

ditanda自ng紬i oleh para pihak.

(4) Jangka waktu Kon廿ak atau PKS ke重ja sama scbagaim紬a

dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) tahun.

(5) Evaluasi atas pelaksanaan Kontrak atau PKS kelja sama

dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama

sctiap t轟wulan.

Pasal 85

Penandatang狐an kontrak atau PKS sebagaim紬a dimaksud

d血a皿　Pas血　78　humf I, dilakukan oleh Kepala Perangkat

Daerah pemungut retribusi dan pimpinan pihak ketiga.

Pasal 86

(1) Pelaksamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf

答, dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur

dala皿kontrak atau PKS ke轟a sa皿a.

(2) Para pihak dapat melakuk紬　pembahan atas mated

kontrak atau PKS kerja sama berdasarkan kesepakatan

para pihak･

(3) Pembahan atas materi kontrak atau PKS ke重ja s劃a

scbagaim狐a dimaksud pada ayat (2) dapat bempa

mengur紬gi dan/atau menambah/adendum mated

kontrak atau PKS.

(4) Mate正perubah狐scbagaimana出maksud pada ayat (3)

disiapk紬oleh Per弧gkat Daerah pemraka重sa ke重ja sa皿a.

Pasal 87

(1) Penatausahaan scbagaimana dimaksud dala皿　Pasal　78

humf h, dilakukan oleh Per孤gkat D貧erah pemungut

retribusi melaluiぬsilitasi penyusunan, pembahasan dan

pen紬datang紬an doku皿en ke暮ja sama.

(2) Perangkat Daerah pemungut ret正busi menyimpan 1(satu)

ckse皿plar dokumen asli naskah keヰa sa皿a.

Pasal 88

(1) Per紬gkat Daerah Pemrak狐sa ke重jasama Daerah

menyampalkan laporan kepada Wali Kota mengenai

pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalan

Pas血78 humf i, p血i皿g sedi虹t I (satu) k粗i dala皿6 (enam)

bulan.

/2) Lclpomn...
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(2)血por劃　sebagai皿ana di皿aksud pada ayat (1) p血ing

sedikit me皿uat:

a･ judul ke暮ja sama;

b. bentuk naskah ke寄a sa皿a;

c,　parapihak;

d･血aksudd紬t可u狐;

e. o切ek;

f.　jangkawaktu;

9.　permasalahan;

h. upaya penyelesaian permasalahan; dan

i.　h瓢la血nyay餌g址sepakati.

Pasal 89

Isi Naskah Kesepakatan Bersana, terdiri atas:

a. ko皿parisi;

b. para pihak da重am Kesepakatan Bcrsama;

c.　konsidcran;

d･ isi Kesepakatan Be重sama, paling sedi鵬t memuat:

1. maksudd狐t可u紬;

2. objek Kesepakatan Bersama;

3〃　mangHngkup;

4･ pelaksana紬;

5･ jangka waktu;

6･　surat-皿enyu｢at;din

7.  lain-lain.

e･　penutup･

Pas心90

量si Naskah PKS, terd壷atas:

a.　ko皿pa轟si;

b.　parapihak;

c.　konsider劃;

d. isi PKS, p瓢ing sedi貼t memuat:

1. maksudd孤t可u劃;

2. objek;

3･ manglingkup;

4. pelaks狐aan;

5. hak dan kewajiban parapihak;

6.　pcmbiayaan;

7. j紬gkawaktu;

8. penyelesaiaan perselisihan;

9.　keada紬kahar; dan

10. pengakhiran kerja sama.

e.　penutup.

BAB暮I量

K○○RDINAs賞pEMUNGu皿N RETRIBus賞

DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 91

(1) Kep血a Perangkat Daerah yang melaksanakan umsan

pemer血tah劃di bid弧g ret轟busi Daerah ber血ngsi sebag壷

k○○rdinator d孤pembina teknis operasion瓢pemungutan

rethbusi.

/2/ Koor勅nasi..
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(2) K○○rd血asi pemungutan ret轟busi dilaksa皿ak紬　bersa皿a

dengan Tim K○○rdinasi Pcrenc紬a狐　da皿　Pengenda虹紬

Pemungutan Rethbusi y紬g pcmbentukan, susunan

keanggota劃, tugas din　tanggung jawabnya ditetapkan

dengan Keputusan W瓢i Kota.

(3) Pemb血aan teknis operasion血　pem皿gutan ret正busi

dilaks紬akan dengan mcmperhatikan standar operasional

prosedur pelayanan y紬g berlaku di masing置masing

Per狐gkat Daerah pemungut retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional

proscdur pemungutan rethbusi di　皿asing-mas血g

Perangkat Daerah sebaga王m紬a dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan deng孤Keputus孤Kcpala Perangkat Dae重ah

pe皿ungut rethbusi.

BABIV

pEMANFAA恥N PENERIMAAN RETRIBusl

Pasal 92

(i) Pemanぬatan dari pene正ma紬　masing-masing jenis

retribusi diutamak紬　untuk menda皿ai kegiatan y紬g

be重ka王t袖l弧gsung dengan penyelenggaraan pelayana皿

y紬g bers劃gkutan.

(2) Pem紬ねatan dad peneri皿a紬re血busi y狐g dipungut din

dike重ola oleh BLUD dapat l狐gsung digunak狐　untuk

mend狐ai pcnyelenggara紬pelayanan BLUD sesuai deng紬

ketentuan peraturan pemndang-undangan mengenal

BLUD.

BABV

TA皿cARA PENGENAAN sANKs工ADMINISTRAs重F

Pasal 93

(1) Kep血a Perangkat Dacrah pemungut rethbusi terkait

memberikan sanksi administrasif kepada Wajib Retribusi

yang寄dak melaks紬akan kewajibannya sesuai pcra血ran

pe重und紬g-undang弧.

(2) Sanksi administra宙sebaga王mana dimaksud pada ayat (1)

berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidck memba_yar

tepat pada waktunya atau kurang membaya重sebaga王mana

di皿aksud dalam Pasal 7 ayat (5) d血itung dari tanggal

jatuh tempo pembayaran sampal dengan tanggal

pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan

STRD.

(3) Apabぬ　pihak ketiga yang melakuk狐　pe皿ungut紬

re廿ibusi tidak mclakukan penyetoran 2 (dua) kali be重tumt-

tumt sesuai denga皿SKRD dapat dit血dak sesuai deng狐

ketentuan pcratu重劃pemnd狐g-undanga皿yang berlaku.

EAB VJ,



BABVI

KETBNTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka

Pera血r孤Wali Kota Nomor 46 Tahun 2024 tentang Tata Cara

Pem皿gutan Ret正busi Daerah (Bc正ta Daerah Kota Sibolga

Tahun　2024　Nomor　596) dicabut dan di叫yatak狐　tidak

berlaku.

Pas瓢95

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

di皿dangk紬.

Aga∫　sctiap orang mengetahuinya,　meme正ntahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Be正ta Daerah Kota Sibolga･

Ditetapk紬di Sibolga

pada tanggal 25 April 2025

wALI Ko船slBOLGA,

dto.

AKHMAD SWKR工NAZRY PENAR【K

Diundangkan di Sibo鴫a

Pada ta皿ggal 25 Apr遭2025

pit･ sEKRE皿Rls DAERAH Ko恥s工BOLGA,

dto.

↓uNEID重皿N↓uNG

BER暮船DAERAH KOTA s事BOLGA皿HUN 2025 NOMOR 661


